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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG

PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK KEGIATAN
TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN PENGGUNAAN ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan
Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK
KEGIATAN TERTENTU, PERUBAHAN ALOKASI, DAN
PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi,
bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah
kota.

5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan
oleh severe acute respiratory syndrome-corona virus-2.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.
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Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan

daerah dalam rangka:

a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau

b. menghadapi ancaman yang  membahayakan
perekonomian daerah.

Kebijakan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk melakukan pengutamaan penggunaan

alokasi anggaran  kegiatan tertentu (refocusing),
perubahan alokasi, dan penggunaan APBD.

Kebijakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), juga dapat dalam bentuk insentif untuk penanganan

dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling

sedikit meliputi:

a. pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau
sanksinya;

b. keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam
hal-hal tertentu atas pokok retribusi daerah
dan/atau sanksinya;

c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau

d. perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kebijakan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2),
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi
anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi perubahan alokasi anggaran pada:
a. kelompok;

b. jenis;
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c. obyek; dan/atau

d. rincian obyek,

pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Penyesuaian alokasi anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diprioritaskan untuk:

a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait
kesehatan;

b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga
agar dunia usaha daerah masing-masing tetap
hidup; dan

c. penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

Pasal 4
Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:
a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan/atau
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan asli daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi
daerah di masing-masing daerah provinsi dan daerah
kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi
makro.
Perkiraan asumsi makro sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah,
pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang
mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya
kegiatan perekonomian.
Penyesuaian alokasi anggaran pendapatan transfer
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai rincian
anggaran pendapatan dan belanja negara.
Penyesuaian alokasi anggaran lain-lain pendapatan

daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



